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WALIKOTA SUBULUSSALAM,

. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada

masyarakat dibidang transportasi, Pemerintah Kota
Subulussalam  menyelenggarakan  pelayanan izin
trayek;

). bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu

sumber pendapatan daerah guna membiayai
pelaksanaan permerintahan dan pembangunan daerah;

. bahwa berdasarkan Pasal 110 ayat (1) huruf g

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin
trayek sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu
membentuk Qanun tentang Retribusi Izin trayek.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956  tentang
Rembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan
Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 64, Tambahan Negara Nomor 1103);

. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 MNomor 172, Tambahan Negara Nomor
3893);

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 132, Tambahan Negara Republik Indonesia
Nomor 4444);

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahm_:] 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Non or 4633); '

.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang

Pembentulkan kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4684J;

. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik
Indopesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 41Tahun 1993 tentang
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Repoblik Indonesia
Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Repoblik Indonesia Nomor 3527);

Peraturan Pemerintah Nomer 43 Tahun 1993 tentang
Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahuri 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Intensif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang
Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomeor 120, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia. Nomor 5317},

Peraturan Pemerintah Nomor 0 tahun 2012 Tentang
Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan
Dan Penirdakan Pelanggaran Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan { Lembaran Negara Republik
Indonesiz Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
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17. Qanun Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang Tata Cara
Pembentukan Qanun { Lembaran Daerah Tahun 2007
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe
Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03). '

Dengan Persetujuan Bersama )
. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM
DAN
WALIKOTA SUBULUSSALAM
MEMUTUSKAN .
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KETENTUAN UMUM
Pasgnal 1

Kota adalah Kota Subulussalam,;
Pemnerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur Penyelenggara pemerintahan daerah,

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

. Walikota adalah Walikota Subulussalam;
. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Subulussalam,
. Perangkat Daerah adalah unsur pemnbantu Walikota dalam

penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat
Daerah,Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota, Dinas Daerah,
Lembaga Teknis Daerah, dan Kecarnatan,;

Pejabat adalah pegawai yang diberitugas tertentu dibidang retribusi

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku; ‘

- Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu

tempat ketempat lain dengan menggunakan kendaraan di Ruang
Lalu-lintas Jalan;

 Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat

lain dalam satu daerah Kota yang tidak bersinggungan dengan
tray=k angkutan perkotaarn,;

Angkutan Perbatasan adalah angkutan Kota atau angkutan
perdesaan yang memasuki wilayah kecamatan yang berbatasan
langsung pada kabupaten atau kota lainnya baik yang melalui
satu Provinsi maupun lebih dari satu Provinsi,

Angkutan Taksi adalah angkutan dengan menggunakan mobil
penumpang umum yang diberi tanda khusus dan dilengkapi
dengan agrometer yang melayani angkutan dari pintu ke pintu
dalam wilayah operasi terbatas;

Trayek adalah lintasan kendaraan Bermotor Umum untuk
pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan
perjalanan tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun
tidak berjadwal,

Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang
digufiakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan
dipungut bayaran;

Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh

peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan
diatas rel;
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Mobil Bus Umum ‘cd'mg‘ adalah kendaraan bermotor dengan
kapasitas 16 (enam belas) sampai dengan 28 (dua puluh delapan)
tempat duduk, termasulk tempat duduk pengemudi;

.Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9

(sembilan) sampai dengan 15 (lima belas) tempat duduk termasuk
tempat duduk pengemudi;

.Mobil Penumpang Umum adalah kendaraan Bermotcr angkutan

orang yang memiliki tempat duduk paling banyak 8 (delapan)
orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih
dari 3.500 Kg (tiga ribu lima ratus kilogram);

Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah
dalam rangka pemberian izin kepada orang peribadi atau Badan
yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian
dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta
penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana atau fasilitas
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan;

Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau
badan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa angkutan orang
dengan kendaraan bermotor umum dalam trayek;

Izin Operasi adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau
badan untuk menyelenggarakan pelayanan trayek jasa angkutan
orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek;

0. [zin Insidentil adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi

atatr badan yang menyelenggarakan angkutan orang yang telah
memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotornya
menyimpang dari izin trayek yang dimiliki’

etribust izin trayek, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah
punguten yang dikenakan atas pemberian pelayanan izin kepada
orang pribadi atau badan untuk menyvediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu;
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan  perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotong retribuesi tertentu;

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan wusaha yang melioputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN) atan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana
pension, persekutuan, perkuinpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap;

.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya
Jjumlah pokok retribusi yang terutang;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena
jumiabh kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang
terutang atau seharusnya tidak terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang  selanjutnya disingkat
STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
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_Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk mengujji kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi dan/atau untuk tujuanlain dalam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; '
Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh
Penvidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan
bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang
terjadi serta menemukan tersar gkanya.

BADB 11
KETENTUAN RETRIBUST

Baglan Keszatnu
Nama,Objek,Subjek,dan Wajib Retribusi

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi atas setiap
pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1) Objek retribusi adalah pelayanan pcmberian izin kepada orang
pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan
penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu
sesuai peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan
oleh Pemerintah Kota.

(2) Objek Retribusi sebagaimana di maksud pada ayat (1)
adalah :

a.Izin Trayek Angkutan Perdesaan dan Angkutan
Perbatasan meliputi :

1. mobil penumpang umum,
2. mobil bus umum kecil; dan
3. mobil bus umum sedang.
b. Perpanjangan dan perubahan izin Trayek Angkutan
Perdesaan dan Angkutan Perbatasan;

c. dan perubahan izin Operasi Angkutan Taksi;
d. Izin Insidentil.

Paual 4

Subjek  retribusi adalah orang pribadi atau tidan yang
memanfaatkan pelayanan izin trayek yang diselenggarakan oleh
Pemerintah Kota.

Bagian Kedua
Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi izin trayek termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

Bagian Ketiga
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6
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1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil, sebesar

Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per kendaraan;

2) Mobil Bus Umum Sedang, sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus

lima puluh ribu rupiah) per kendaraan.

Bagian Keenam
Wilayah Pemunguten

Pagal ©

Retribusi  yang terutang dipungut diwilayah/ daerah tempat
penyediaan pelayanan diberikan.

Bagisn Ketujuh

Tata Cara Pemungutan, Tempat Pembayaran dan Tata Cara
Pembayaran, Angzuran dan Penundaan Pembayaran

Paragraf 1
Tata Cara Pemungutan

Paszsal 10

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen
lainvang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat
padawaktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi
administrative berupa bunga sebesar 2% (duapersen) setiap

bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang
dibayar. '

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pelaksanaan
pemungutan retribusi diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2
Tempat pembayaran

Pasal 11

Pembayaran retribusi dilakukan di kas daerah atau di tempat
lain vang ditunjuk Walikota sesuai waktu yang ditentukan.

Dalamm  hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang
ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi daerah harus
dicetor kekas daerah paling lambat 1x24 jam atau dalam waktu
vang ditentukan oleh Walikota.

Paragrafl 3
Tata Cara Pembayara Retribusi, Angsuran dan Penundaan
Pembayaran
Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

Walikota atau pejabat dapat memberi izin kepada wajib
retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka
walktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggung
jawahkan.

Walikota atau pejabat dapat mengizinkan wajibretribusi untuk
menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu yang
ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
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Pembayaran retribusi sebagairnana dimaksud dalam Pasal 12
ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran yang sah.

Setiap pembayaran dicatat dibuku penerimaan.

Bagian Kedelapan
Tata Cara Penagihan Retribusi

Pasal 14

Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan
menggunakan STRD.

Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didahului dengan surat teguran.

Pengeluaran surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak
jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat
teguran, wajib etribusi harus melunasi retribusi yang terutang.

Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
oleh pejabat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penagihan dan
penerbitan surat teguran diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Keberatan

Paozal 15

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Walikota
atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atu dokum~n lain yang
dipersamakan. .
Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan disertai alasan- alasan jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila
wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar
retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 16

Waiikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterina harus memberi keputusan
atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat
Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa
keberatan yang diajukan harus diberikeputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima
sehuruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya
retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan,
keberatan yang digjukan tersebut dianggap dikabulkan.
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Pasal 17

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persenj
sebulan untuk palinglama 12 (dua belas) bulan. '

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung
sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagien Kesepuluh

Tatsn Cara Pembetvlap, Pengurangan atau Penghapusan
Sanksi Administrasi serta Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Retribusi

Pazal 18

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan
SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

(2) Wajib retribusi dapat mengajultan permohonan pengurangan
atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan
kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut

dikenakan karena kekhilafan wajib retribusi atau bukan karena
kesalahannya.

(3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan
atau pembatalan ketetapan retribusi.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengurangan atau penghapusan sanksi  administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (%) serta pengurangan atau
pembatalan ketetapan retribusi sebsgaimana dimaksud pada
ayat (3),harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi
kepada Walikota atau pejabat paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak tanggal diterimanya SKRD dan STRD dengan memberikan
alasan yang jelas untuk mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga)
bulan sejak surat permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) Walikota atau pejabat tidak memberikan
keputusan  ,maka permohonan pemt ctulan, 1 ngurangan
ketetapan Jpenghe pusan atau pengurangan sanksi
administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Bagian Kesehelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

{2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)

bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan
keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
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teinh  terlampaui  dan "Walikota tidak memberikan suatu
keputusan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam

jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi, kolcblhan
pembayaran retribusi lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) langsung diperhitungkan un.uk melur asi terlebih
dahulu utang retribu.i tersebut.

Penpembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada wajib retribusi
paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKRDLB, Walikota memberikan imbalan bunga 2% (dua persen)
setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian
kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Begian Kedua belas

Tata Cara Pengurangan,Keringanan dan Pembebasan Retribusi

(1)

(2)

{2)

(5)

Pasal 20

Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian
pengurangan, keringanan dan  pembebasan  retribusi
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga belas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 21

Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun
terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apa bila
wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh apabila:
a. diterbitkan surat teguran; dan/atau

b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik
langsung maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana
ditnaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi
dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.

Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana



(2)

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan . angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh wajip retribusi.

_ Bagian
- Keempat belas
Penghapusan Piutang Retribnsi yang Kedaluwarsa

Pasal 22

Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak
untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat
dihapuskan.

Walilkota menetapkan keputusan penghapusan piutang
retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada
avat (1}.

Keterituan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan

piutang retribusi | yang sudah kedaluwarsa diatur dengan
Peraturan Walikota.

Barian Kellma belas
Tata Cara Pemeriksaan Retribusi

Pagsal 23

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka
melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

Wajib retribusi yang di periksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya,dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau

ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna
kelancaran pemeriksaan;dan/atau

c. memberikan keterangan yang diperlukan.

Ketentuan lebih Janjut menpgenai tata cara pemeriksaan
retribusi diatur dengan PeraturanWalikota.

BADB III
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasul 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi
daerah, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum
acara pidana.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah :

a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan
atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang
retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak  pidana retribusi



(1)

daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi
daerahio 4l on ) '

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti  pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;

g. menyuruh | berhenti dan/atau melarang  seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda
dan/atau dckumen yang dibawa,;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
retribusi daerah; 4

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan; dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik
pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

BAB 1V
KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

Wajib retribusi yang tidak melakukan kewajibannya membayar
retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sehingga
merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana
kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling
banvak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau
kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
penerimaan negara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasgal 26

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Qanun ini dilakukan oleh
organisasi perangkat Kota yang mempunyai tugas dan tanggung

jawab dibidang perhubungan dan pendapatan daerah.



Pasal 27

Oanun ini mulai berlaku pacda tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota

Suhulussalam.

K e W o o
= s

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 3 Nopember 2014

d) WALIKOTA SUBULUSSALAM,

MERAH SAﬁTI

Diundangkan di Subulussalam
; pada tenggal 7 Nopember 2014

DAMHURI

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2014 NOMOR 6
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PENJELASAN ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG
RETRIBUSI IZIN TRAYEK
. UMUM )

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah memberikan keleluasaan kepada Daerah
Kabupaten/Kota untuk menggali dan meningkatkan pendapatan asli
daerah scoptimal mungkin baik dari sektor Retribusi Daerah guna
menunjang pembangunan Dacrah.

Uniuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah, dalam
etentuan Pasal 156 ayat (1) disebutkan Retribusi ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.Bahwa berdasarkan Pasal 141 Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
vang menyebutkan salah satu jenis Retribusi Perizinan Tertentu
adalah Retribusi Izin Trayek.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1}
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3}
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)




Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
] Cukup jelas.
Pasal 11 '
3 Ayat (1)
] , Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasgal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
1 Ayat (3)
; Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 15
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Culkup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.
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Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat {5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jeles.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM NOMOR




| LAMPIRAN : QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR : 6 TAHUN 2014
| TANGGAL : 3 Nopember 2014

TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai beriku:

a. Retribusi Izin Trayek Angkutan Perdesaan dan Angkutan Perbatasan:

1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil, sebesar Rp;
1.500.000(Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per kendaraan/
5 {lima) tahun;

2) Mobil Bus Umum Sedang, sebesar Rp;1.750.000 (Satu Juta
Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kendaraan/ 5 (lima)
tahun;

b. Retribusi Perpanjangan Izin Trayek Angkutan Perdesaan dan Angkutan
Perbatasan:

1) Mobil Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil, sebesar
Rp;1.000.000 (Satu Juta Rupish) per kendaraan / 5 (lima)
tahun;

2) Mobil Bus Umum Sedang, sebesar Rp;1.250.000 (Satu Juta Dua
Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) per kendaraan / 5 (lima)
tahun; ”

. Retribusi Perubahan Izin Trayek Angkutan Perdesaan dan Angkutan
Perbatasan:

1) Mobi! Penumpang Umum dan Mobil Bus Umum Kecil, sebesar Rp;
200.000,00 (Dua Ratus Ribu Rupiah) per kendaraan; .

2) Mobil Bus Umum Sedang, sebesar Rp; 250.000,00 (Dua Ratus
Lima Puluh Ribu Rupiah) per kendaraan.

/ f° WALIKOTA SUBULUSSALAM yL

MERAH SAKTI




